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PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.KAg

الرّحِيمْ الرّحْمـنِ اللهِ بسِْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan  putusan  sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini  dalam  perkara

gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  D-III,

pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering

Ilir,  yang  dalam  hal  ini  memberikan  Kuasa  Khusus  kepada

Mahfi Al-Amin, SH., advokat dari kantor hukum Mahfi Al-Amin

SH., advokat & Legal Auditor & Legal Consultans, sebagaimana

dalam  surat  kuasa  khusus  yang  terdaftar  di  kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Kayuagung  Nomor

435/SK/Pdt.G/2023/PA.KAg, tanggal 5 Oktober 2023, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal  d/a rumah Sukrisno, Ketua

RT 040 di Kabupaten Banyuasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 1

Oktober  2023 yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama
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Kayuagung dengan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.KAg, tanggal 4 Oktober 2023

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal 17 Desember 2017, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor 003/03/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama, Kabupaten Ogan Komering Ilir; 

2. Bahwa,  Penggugat  menikah  dengan  Tergugat  berstatus  perawan,

sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan antara

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;.

3. Bahwa,  setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Kabupaten Banyuasin dan berpisah pada bulan November 2022 dan telah

terhitung 11 bulan lamanya:

4. Bahwa,  selama  masa  perkawinan  tersebut,  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun antara

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa,  semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  2019  antara  Penggugat  dan  Tergugat

mulai sering berselisih dan bertengkar  yang di sebabkan:

 Bahwasanya,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih

paham;

 Bahwasanya, Penggugat merasa kurang dihargai selaku isteri;

 Bahwasanya,  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat;

6. Bahwa,  puncak dari  perselisihan  dan pertengkaran  antara  Penggugat

dan  Tergugat  yang  menyebabkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pisah rumah. Kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupatenn

Ogan Komering Ilir dan Tergugat tinggal di Kabupaten banyuasin dan telah

terhitung 11 bulan berpisah sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  pernah  menjalin  hubungan  sebagaimana  layaknya

suami isteri; 
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7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha

untuk  menasehati  dan  mendamaikan Penggugat  dengan  Tergugat  namun

tidak berhasil; 

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit  untuk dibina membentuk suatu rumah tangga

yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Kayuagung  melalui  majelis  hakim

yang  memeriksa  perkara  ini,  mohon  kiranya  untuk  berkenan  menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan  gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau,  apabila  Ketua  Pengadilan  Agama  Kayuagung  cq.  Majelis  Hakim

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan

untuk  pemeriksaan  perkara  tersebut,  Penggugat  yang  didampingi  oleh

Kuasanya yang sah dan Tergugat telah sama sama hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

untuk  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat  demi  mempertahankan

keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  telah  memerintahkan  kepada

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi

yang dibantu oleh Mediator yang bernama M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA dan

berdasarkan  laporan  mediator  tersebut,  mediasi  telah  dilaksanakan,  namun

mediasi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  persidangan  dilanjutkan  dengan

dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  tanggal 1  Oktober  2023 yang  telah

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kayuagung  dengan  Nomor
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1188/Pdt.G/2023/PA.KAg, tanggal  4  Oktober 2023 yang  maksud  dan  isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat

telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa,  posita  mengenai  identitas  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

benar;

2. Bahwa, posita mengenai perkawinan, status sebelum menikah, anak dan

tempat tinggal setelah menikah adalah benar;

3. Bahwa  posita  mengenai  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

 Bahwasanya,  Tergugat  membenarkan  jika  hubungan  antara

Penggugat dengan anak bawaan Tergugat kurang harmonis;

 Bahwasanya,  Tergugat  membenarkan  jika  keluarga  Tergugat

kurang menghargai Penggugat;

 Bahwasanya,  Tergugat  membenarkan  jika  Tergugat  tidak  bisa

menjadi penengah antara Penggugat dengan anak bawaan Tergugat;

4. Bahwa, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap

minggunya;

5. Bahwa,  pihak  keluarga  tidak  pernah  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

6. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

memberikan  tanggapan  yang  pada  pokoknya  Penggugat  pada  gugatannya

semula dan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang,  bahwa terhadap replik  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

memberikan  duplik  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  Tergugat  tetap  pada

jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Penggugat  dengan  Tergugat  Nomor  003/03/I/2018,  tanggal  2  Januari  2018,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir,

yang bermeterai  cukup dan dinazegelend serta  dilegalisir  oleh pejabat  yang
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berwenang, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai

dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti  (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 

1. SAKSI 1, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan

Tergugat;

 Bahwa,  hubungan Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri

sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

 Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

 Bahwa,  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun,  namun  selanjutnya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering

berselisih dan bertengkar;

 Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa,  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut dikarenakan hubungan antara Penggugat dengan anak bawaan

Tergugat  kurang harmonis;

 Bahwa,  saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah rumah

kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan;

 Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  pernah  bersatu  lagi,  sudah  tidak  ada  nafkah,  sudah  tidak  ada

komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

 Bahwa, sudah pernah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  yang

telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa,  saksi  adalah  tetangga  Penggugat  dan  kenal  dengan

Tergugat;
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 Bahwa,  hubungan Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri

sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

 Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

 Bahwa,  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun,  namun  selanjutnya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering

berselisih dan bertengkar;

 Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa,  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut dikarenakan hubungan antara Penggugat dengan anak bawaan

Tergugat  kurang harmonis;

 Bahwa,  saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah rumah

kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan;

 Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  pernah  bersatu  lagi,  sudah  tidak  ada  nafkah,  sudah  tidak  ada

komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

 Bahwa, sudah pernah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan satu orang saksi di

persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 3,  yang telah memberikan keterangan di  bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa,  saksi  adalah  sepupu  Tergugat  dan  kenal  dengan

Penggugat;

 Bahwa,  hubungan Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri

sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

 Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

 Bahwa,  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun,  namun  selanjutnya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering

berselisih dan bertengkar;
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 Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat sedang bertengkar

dengan anak bawaan Tergugat;

 Bahwa,  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut dikarenakan hubungan antara Penggugat dengan anak bawaan

Tergugat  kurang harmonis;

 Bahwa, saat ini anak bawaan Tergugat tinggal di rumah keluarga

Tergugat;

 Bahwa,  saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah rumah

kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan;

 Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  pernah  bersatu  lagi,  sudah  tidak  ada  nafkah,  sudah  tidak  ada

komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

 Bahwa, sudah pernah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  menyampaikan

kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  Penggugat  tetap  pada

gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan

secara  lisan  yang  pada  pokoknya  Tergugat  tetap  pada  jawabaannya  dan

mohon putusan

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

berita acara sidang perkara ini  merupakan bagian yang tak terpisahkan dan

dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara

ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-

orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor   50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  termasuk

kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Penggugat,  Penggugat

berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum

Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan

Agama  yang  meliputi  domisili  Penggugat,  sehingga  Pengadilan  Agama

Kayuagung  berwenang  secara  relatif  memeriksa  dan  mengadili  gugatan

Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi

dan patut,  untuk  menghadap di  persidangan,  sebagaimana ketentuan Pasal

145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975, dan pada hari

persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya dan

Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

agar  kembali  rukun  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  namun  tidak

berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009.  Dan  Majelis  Hakim  juga  telah  mengupayakan

perdamaian melalui mediasi yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan yang dibantu oleh mediator yang bernama M. Arqom Pamulutan,

S.Ag.,  MA  dan  berdasarkan  laporan  mediator  tersebut,  mediasi  telah

dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  bahwa

rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  oleh  karena  itu  Penggugat

menuntut cerai dari Tergugat;
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Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

memberikan  jawaban  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  Tergugat  mengakui

sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan

Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yang bermeterai cukup dan telah

dinazegelend serta telah dilegalisir, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi

persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti

tersebut  terbukti  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terikat  dalam

perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini  (persona standi in judicio) dan

oleh karenanya Penggugat  dan Tergugat  memiliki  legal  standing (kapasitas)

untuk  mengajukan  perkara  ini  sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  Kompilasi

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P)  tersebut dikeluarkan oleh

Pejabat  yang berwenang,  telah bermeterai  cukup,  dinazzegelend serta telah

dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya

bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285

R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan

mengikat (bindende);

Menimbang,  bahwa  selain  mengajukan  bukti  tertulis,  Penggugat  juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi

yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  pertama  yang  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat

adalah pasangan suami isteri dan telah  dikaruniai 2 orang anak dan saat ini

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  kedua  yang  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat
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adalah pasangan suami isteri dan  telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  juga  mengajukan  1  orang  saksi  dimana

saksi  tersebut  merupakan  saksi  yang  cakap  secara  hukum  dan  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan

pengetahuannya sendiri;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi  Tergugat  yang telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat

adalah pasangan suami isteri dan telah  dikaruniai 2 orang anak dan saat ini

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Penggugat  dan

Tergugat,  bahwa  selama  berpisah  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak  pernah  bersatu  kembali,  sudah  tidak  ada  nafkah,  sudah  tidak  saling

mempedulikan serta  sudah tidak  lagi  menjalankan kewajiban sebagai  suami

isteri;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut

memberikan  keterangan  berdasarkan  atas  pengetahuan  pribadi,  bukan

pendapat,  kesan  maupun  perasaan  pribadi  saksi  serta  keterangan  tersebut

saling bersesuaian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  pada

pokoknya satu sama lain saling bersesuaian,  oleh karenanya Majelis Hakim

menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 171, 172, 175, 308 dan

309  R.Bg  telah  terpenuhi  sehingga  sudah  patut  dijadikan  alat  bukti  dalam

perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  perselisihan  dan

pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan

pertengkaran mulut  saja,  perselisihan dan pertengkaran dapat  terjadi  dalam

bentuk  sikap  dan  tindakan  fisik.  Berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  juga
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dapat diindikasikan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan

Penggugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada,  Majelis Hakim  berpendapat

bahwa  perpisahan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  akibat  dari  adanya

perselisihan;

Menimbang,  bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  telah senyatanya

berpisah tempat tinggal, mutatis mutandis berpisah ranjang (scheiding van tafel

en bed) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis,

saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta jawaban Tergugat di persidangan,

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  yang sah, belum

pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa,  pada awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun,

namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

3. Bahwa,  saat  ini  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  rumah

kediaman bersama hingga kini selama kurang lebih 3 bulan;

4. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah

tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagai suami isteri;

5. Bahwa,  Penggugat  tetap  bersikeras  untuk  tidak  ingin  meneruskan

perkawinannya dengan Tergugat;

6. Bahwa, sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  serta  dengan  memperhatikan

pernyataan  Penggugat  yang  menyatakan  sudah  tidak  ingin  lagi  untuk

melanjutkan bahtera rumah tangga, diperkuat pula dengan fakta selama proses

persidangan  tidak  ada  tanda-tanda  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dapat

dirukunkan kembali,  dengan demikian  patut  dinyatakan telah  terbukti  antara
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Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  harapan  untuk  dapat  dirukunkan

kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dalam

keluarga,  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  rasa  bahagia,

aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang

tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap

orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,  Penggugat dan

Tergugat sudah  tidak  dapat  melaksanakan  hak dan kewajiban  dengan rasa

dilandasi  kebahagiaan dan kedamaian, sehingga  Majelis Hakim  berpendapat

telah  nyata  dan  terbukti  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal,

dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak

lagi  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  serta  tidak  terwujudnya  sakinah

mawaddah warahmah dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia dan kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  ikatan  batin  menurut  penjelasan  pasal  tersebut

merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin

sudah  tidak  ada  lagi,  maka  perkawinan  tersebut  sudah  pecah,  sehingga

mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak

akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  ada  kehendak  yang  kuat  dari  Penggugat  untuk

bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;  

Menimbang,  bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai  keluarga yang

sakinah,  mawaddah  warahmah,  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  hukum
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tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan

karena  Penggugat  tetap  ingin  berpisah  dengan  Tergugat,  oleh  karena  itu

Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul

Marom  yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim  yang  berbunyi

sebagai berikut:

شتد    ا ذا طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة م عد وإ

م﴾ لمرا ا غاية﴿ 

Artinya :  “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada

suaminya,  maka  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  satu  suaminya  kepada

isterinya”;

Menimbang,  bahwa  apabila  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya

dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena

tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal

demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :  

ول   ضرر ل

ضرر

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu

mudharat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh

Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ضررا      أعظمها روعي مفسدتان تعارضت إذا

   بارتكابأخفهما

Artinya:  “Jika  berbenturan  antara  dua  mafsadat,  maka  harus

diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang

paling ringan madharatnya”; 

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di  atas dapat ditarik

suatu  kesimpulan bahwa pernikahan antara  Penggugat  dan Tergugat  sudah

pecah (broken down marriage)  dan dipandang telah  memenuhi  unsur-unsur
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terjadinya  perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangan

seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat

patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

rumah  tangga  sudah  pecah  dan  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  serta

mempertahankan  rumah tangga  membawa dampak negatif  (mafsadah yang

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

salah  dan  mencari  kesalahan  salah  satu  pihak,  perceraian  dapat

dipertimbangkan untuk dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

yurisprudensi  Mahkamah Agung Rl  Nomor 379/K/AG/1995 tanggal  26 Maret

1997  yang  abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  istri  terjadi

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga

seperti  itu,  maka telah terbukti  adanya keretakan antara Penggugat  dengan

Tergugat  yang  sulit  diperbaiki,  serta  tekad  Penggugat  yang  ingin  bercerai

dengan  Tergugat,  yang  menurut  anggapan  hukum  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap

dipaksa hidup di  bawah satu atap,  bukan keharmonisan yang akan dicapai,

melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga  bahagia  yang penuh  rahmah dan  kasih  sayang seperti  yang

diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  akan

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu

pihak atau kedua belah pihak.  Hal  tersebut  sejalan dengan pendapat  pakar

Hukum  lslam  dalam  Kitab  Madza  Hurriyyatuz  zaujaeni  fii  ath  athalaq yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

yang  menyatakan  "lslam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika  rumah
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tangga  sudah  dianggap  guncang/tidak  harmonis  dan  tidak  bermanfaat  lagi

nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab

dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu  isteri  atau

suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk

penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak

serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor  9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

dari  sebab  alasan  perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup rukun lagi  dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah  terjadi  perceraian,  maka

perceraian ini adalah jatuh talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

sesuai  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
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Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Kayuagung  pada  hari  Senin  tanggal  29  Januari  2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami,  RIFKY

ARDHITIKA,  S.HI,  M.HI,  sebagai  Ketua  Majelis,  M.  ARQOM  PAMULUTAN,

S.Ag.,  MA dan  MUHAMMAD  ISMAIL,  S.HI,  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota.  Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu  oleh SEPTI  EMILIA,  S.HI.,  sebagai Panitera  Pengganti  dengan

dihadiri Kuasa Pengugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., MA

KETUA MAJELIS

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI
PANITERA PENGGANTI

SEPTI EMILIA, S.HI., 

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya Proses Rp100.000,00
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3. Biaya PNBP Rp 20.000,00

4. Biaya Panggilan Rp 20.000,00

5. Biaya Meterai Rp 10.000,00

6. Biaya Redaksi                         Rp.10.000,00  

Jumlah Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)
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